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Sebagal negara yang terlibat dalam pembentukkan BEPS Action Plan 14, atas implementast MAP di
Indonesiadinilai sesuai standar dalam BEPS Action Plan 14. Agar semakin baik, Pemerintah juga mengatur
MAP dalam Pasal 27C UU HPP. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan BEPS Action Plan 14
pada kebijakan MAP di Indonesia, menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi Wajib Pajak untuk
mengajukan atau tidak mengajukan MAP di Indonesia, dan menganalisis dasar pertimbangan
dicantumkannya klausul MAP dalam UU HPP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementass MAP di Indonesia
menunjukkan hasil yang baik karenatelah mengadopsi sebanyak 18 rekomendasi BEPS Action Plan 14.
Adapun, faktor-faktor yang melatarbelakangi Wajib Pgjak untuk mengajukan MAP diantaranya kesempatan
menghilangkan double tax, pembaharuan MAP, dapat mengajukan M AP bersamaan dengan domestic
remedies, dan lainnya. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi untuk tidak mengajukan MAP antaralain
hasil keputusan berupa agree to disagree, jangka waktu penyel esaian keberatan dan banding bisa lebih cepat
dibandingkan MAP, mutasi pegawai DJP, transparansi DJP dalam proses perundingan, dan lainnya.
Selanjutnya, pertimbangan dicantumkannya klausul MAP dalam UU HPP disebabkan terdapat tiga isu yaitu
isu administratif, kedudukan MAP dalam hukum pajak di Indonesia, dan permasalahan apabila MAP
digjukan bersamaan dengan upaya hukum domestik.

...... As acountry involved in the formation of BEPS Action Plan 14, implementing MAP in Indonesiais
assessed based on the BEPS 14 Action Plan standards. To improve the implementation of MAP, the
Government also ratified Article 27C of the HPP Law. This research aims to analyze the implementation of
BEPS Action Plan 14 on MAP policy in Indonesia, the factors behind taxpayers applying or not applying for
MAP in Indonesia, and the reason the MAP clause regulates in the HPP Law. This research usesa
qualitative approach with qualitative data collection techniques. The results show that the implementation of
MAP in Indonesia has shown good results because it has adopted as many as 18 BEPS Action Plan 14
recommendations. Meanwhile, the factors behind taxpayers submitting a MAP are the opportunity to
eliminate double taxation, renewal of MAP, MAP can be submitted together with judicial remedies, etc.
Meanwhile, the factors behind not submitting the MAP are the results of the decision agreeing to disagree,
the time for resolving objections and appeal s can be faster than MAP, employee mutationsin the DGT, DGT
transparency in the negotiation process, etc. In addition, the basis for considering the inclusion of the MAP
clausein the HPP Law is due to three issues: administrative issues, the position of MAP in tax law in
Indonesia, and problemsif the MAP isfiled together with domestic legal remedies.
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